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A. STANDAR LUARAN PENELITIAN

1.

RASIONAL

Visi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: “Menjadi Fakultas Hukum Yang
Progresif Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila Menuju Pengembangan Keilmuan
Yang Berbasis Riset Berkelas Dunia pada Tahun 2025". Visi Fakuitas Hukum
merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi Universitas Diponegoro yaitu “Menjadi
Universitas Riset yang Unggul”. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52
tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro dan Peraturan Majelis Wali
Amanat Nomor 7 tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Universitas Universitas
Diponegoro sebagai Universitas Riset yang Unggul, akan dicapai melalui
Tridharma, yakni Pendidikan berbasis Riset; Pengabdian Masyarakat berbasis
Riset; dan Penelitian Multidisiplin yang berorientasi pada hilirisasi implementasi

hasil Riset.

SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI

STANDAR

2.1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
sebagai Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

2.2. Ketua Program Studi dan Ketua Bagian

DEFINISI ISTILAH

3.1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode
iimiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan
yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu
pengetahuan dan teknologi.

3.2. Luaran penelitian adalah semua Iuaran yang dihasilkan melalui kegiatan
penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis
sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

3.3. Standar luaran penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil

penelitian



4. PERNYATAAN ISI STANDAR

4.1. Luaran penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dihasilkan
melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara
sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

4.2. Luaran penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro haruslah
ditujukan untuk mewujudkan dan menjaga kepentingan nasional.

4.3. Luaran penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memuat
prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan
masa mendatang.

5. STRATEGI

5.1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memfasilitasi penelitian dosen dan
mahasiswa secara regular

5.2. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melakukan evaluasi terhadap
laporan penelitian yang dilakukan oleh dosen

5.3. Fakuitas Hukum Universitas Diponegoro secara aktif mendorong dosen
untuk mengikuti berbagai hibah penelitian baik yang disediakan oleh
Universitas Diponegoro maupun institusi lainnya

6. INDIKATOR

6.1. Terlaksananya Penelitian Secara Reguler yang dilakukan oleh Dosen
Universitas Diponegoro

6.2. Terlaksanakanya evaluasi terhadap pelaksanaan dan luaran penelitian yang
dilakukan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

6.3. Kerjasama Penelitian yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro dan institusi lainnya

6.4. Hibah penelitian yang diperoleh dosen Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro

7. DOKUMEN TERKAIT

Manual Prosedur, Borang atau Formulir Kerja yang terkait dengan iuaran

penelitian.
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